
  BUPATI GARUT 

  PROVINSI JAWA BARAT 

  PERATURAN BUPATI GARUT 

  NOMOR 5 TAHUN 2020 

  TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA               

PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah              

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana 

Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana 

Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi                 
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5879); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah                  

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60  
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                       

Nomor 220); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2017 Nomor 1971); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut              

Tahun 2016 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                          
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2019 Nomor 10); 

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                          

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan                  

Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                       
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut                     

Tahun 2019 Nomor 140); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut. 

4. Bupati adalah Bupati Garut. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan                      
di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap 
Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu 

dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. 

12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 

miskin tinggi. 

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil 

penilaian kinerja baik. 

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota. 
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15. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat 

SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap Kabupaten/Kota dalam 
satu tahun anggaran. 

16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

18. Rekening adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening 

tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau 

Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 

Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA 
Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran. 

23. Aplikasi On-line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang 
selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam 

rangka monitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses 

melalui jaringan berbasis web. 

BAB II 

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 
masyarakat. 

Pasal 3 

Dana Desa setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. alokasi dasar setiap Desa; 

b. alokasi afirmasi setiap Desa;  

c. alokasi kinerja setiap Desa; dan 

d. alokasi formula setiap Desa. 

Pasal 4 

Besaran Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam                 

Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah Desa. 
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Pasal 5 

(1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan 
kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tertinggi. 

(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

AA Desa = {(0,015 x DD) /{(2 x DST) + (1 x DT)} 

Keterangan 

AA per Desa = Alokasi afirmasi per Desa 

DD = Pagu Dana Desa Nasional 

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 

DT = jumlah Desa tertinggal yang mimiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa. 

(4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa. 

(5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin 

tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan. 

Pasal 6 

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada 

Desa dengan kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan 
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana 
Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot: 

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa; 

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa; 

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan 

d. 35% (tiga puluh lima persen) capaian hasil pembangunan Desa. 

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai 
dari: 

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap total pendapatan 
APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total 
belanja bidang APBdesa dengan bobot 50% (lima puluh persen). 

(3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai 
dari: 

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai 

prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima 
puluh lima persen); dan 

b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan 
bobot 45% (empat puluh lima persen). 

(4) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dinilai dari: 

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh 
persen); dan 
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b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen). 

(5) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                           

huruf d, dinilai dari: 

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh 

persen); 

b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga 

puluh persen); 

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh 

persen); dan 

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh 

persen).  

(6) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 

dengan rumus: 

AKDesa = (0,015 X DD) / (0,1 x Jumlah Desa) 

Keterangan: 

AKDesa = Alokasi Kinerja setiap Desa 

DD = pagu Dana Desa nasional 

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional 

Pasal 7 

(1) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 

kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 

dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;  

b. 50% (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;  

c. 15% (lima belas persen) untuk wilayah luas Desa; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa. 

(2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

AF setiap Desa = {(0,10 X Z1) + (0,50 X Z2) + (0,15 X Z3) + (0,25 X Z4)} x AF kab  

Keterangan: 

AF setiap Desa  =  alokasi formula setiap Desa 

Z1  =  rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 

Desa  

Z2  =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa  

Z3  =  rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa  

Z4 =  rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa  

AF kab = alokasi formula Kabupaten 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk 

miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa. 
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(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

ditunjukkan dengan indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor 

yang terdiri atas: 

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; dan  

c. aksesibilitas/transportasi. 

Pasal 8 

(1) Rincian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan 

penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Rincian dan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa                

ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 

40% (empat puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan 

Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan  

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 10 

(1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat 

Perintah Membayar. 

(2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan 

menggunakan akun penerimaan nonanggaran. 

 

 



9 

  

Pasal 11 

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam             

Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). 

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat 

Permintaan Pembayaran. 

(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada             
ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat 

Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa                    

ke RKD. 

(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal 

yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat 

Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar 

konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bupati. 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9               

ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 

Bupati dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa dari Kepala Desa; 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa                 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 

keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan              
huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 

dari seluruh kegiatan. 

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, 

dan capaian keluaran. 
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(4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 

memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel 

referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada 

peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

(6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan 

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 13 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program 
dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.  

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang 

bersifat lintas bidang. 

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan              
ayat (2) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk 

masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan 

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan 

publik di tingkat Desa.  

(4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan               
ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman 

pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal 14 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, diutamakan dilakukan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan 

dengan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 15 

(1) Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 

dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13              

ayat (4) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat 

evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes). 

Pasal 16 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan 

pendampingan dan fasilitasi. 

(3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan 

masyarakat dan Desa. 
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BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 

b. capaian keluaran Dana Desa. 

Pasal 18 

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, 

Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD 

tersebut; dan/atau 

b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan 

sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian 
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 

berikutnya. 

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga 

penegak hukum terkait. 

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa 
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian 

penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 

berikutnya. 

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, 

penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai 

dilaksanakan pada panyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 20 

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang diberhentikan 
penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) setelah 

menerima: 

a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau 

b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum 
tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada 

pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. 
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BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 21 

Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan 

pengawasan penggunaan Dana Desa. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 14 - 2 - 2020  

 B U P A T I  G A R U T, 

       t t d 

     RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 14 - 2 - 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

    t t d 

               D E N I  S U H E R L A N 
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2020 NOMOR 5 
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